“‘K@NSE? KEAMANAN DAN KETERTIBAN

Kan_mmN ya, schmgga sza aekalian dapat
bertemu dan. bersilahturami, dalam acara
seminar:sehar] “Membadal Poso Pasca
Ma!mﬂ :oleh panitia penye!enbgam pada

keaempatan ini saya diminta menyampaikan
Keﬂsep ‘Keamanan dan Ketertiban

Masyarﬁie:ai {%amtibmas) di -daerah
‘kopflik, Materttersebut saya-rasakan
S memang tepa‘t dlsampalkan pada fon.m ini,
T pahngtida_kkarena:%(nga) hai:: '
Pertamaiiis o

_ Keamanan -gan, keternban nasyarakat--

hukara merapaian tangguag jawab Polri
dan pemerintah semata-mata, tetaps
merupakan tanggung jawab bersama
dari segenap: masyarakat bapgsa Inds-
mesia, termasuk didalamnya para peserta
seminar yang merupakan representasi tokoh
masyarakat, agamawan/rohaniwan,
akademisi, birokrat, LSM dan mahamsw&
Kedua: :
Dalam perkembangan situasi saat ini,
permasalakan yang terjndi tidak dapay
hanya didelati dari satu aspek saja
teiaph harus dengan pendekstan multi
dimensi. Pendekatan keamanan saja tidak
akan. dapat menyelesaikan masalahnya,
diperlukan pendekasan lainnya terotama
kesejahieraan, kultural dan apama.
Ketiga:- -
--Dalam keranpka Negara I<csa£ﬂan
Repubhi\ indenesia, masaiah sosial di Poso
bukan hanye menjadi beban masyarakat
Poso, tetapi merupakan. permasalahan
nasional yang menjadi kewajiban sefuruh
komponen bangsa dan negara unjuk
memberikan kontribusi dalam penyele-
salannya.

Para peseriz seminar yang berbahagis,
Masih jelas terlintas dalam ingatan kita,
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gambaran konrwuras; pcr:sttwa kcrusuimn P
yang melanda diberbagai tempat di negarg
kita beherapa wakiu Jalu. Rentetan konflik,
baik ‘yang -bernuansa etnis, agama,.
persaingan,: ketidakpuasan dan pertikalan
poltik-antar efii, telah membuat luka yang
menganga dalam kehidupan rakyat. Rentetan

Iaonmkterse%:ut, dlamaranyq konflik Jatenn, "

erkepanjangan dan konflik sporadis dalam
bentuk: kemsuhan M&ma.ng tidak :mudah
memisaiﬁcan secara fegas kedua jenis konflik
itu, pada {ataran prakiis; karena'seringkali
fumpang tindih, Maraknya kerusuban yang
berbentuk konflik horisontal mAaLpun
vertikal seakan-akan menjadi menu harian.
masyarakai. di Indenesia, dan timbal
tenggelamaya aksi kerusuhan scolah-oleh
akan menunjukkan di negeri ini tidak pernah
akan ada damai.

Konflik sosial di Poso merupakan bagjan
dari konfigurasi di atas dan upaya untuk
mewujudkan situzsi keamanan yang
kondusif telah dapat memungkinkan
dilakukannya perternuan Malino {1) ianggal
20 Desember 2001, sebagai momentum yang
memberikan harapan besar bagl penyele-
saian damai konflik sosial di wilayah
tersebut. -

Para peserta seminar sekaliagp,

Untuk dapat memahami konsepsi
kamtibmas di daerah konflik sebagaimana
terjadi di Poso dan beberapa daerah lainnya,
mariiah terichib dahuiv kita memahami
makna kamtibmas dan berbagai dimensinya.
Sebugatmana dinyatakan dalan pasal § ayat
(3) Undang-undang No. 2/2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia,
rumusan Kamiibmas mengandung
makna :

- IMerupakan kendisi dinamis masyarakat



sebagal prasyarat terselenggaranyz

proses pembangunan nasienal dalam ...
rangha tercapainys fujuan nasional, ‘ditandai

dengan terjaminnya keamanan, ketertiban
dan aegaknya bukum serta terbmany&
kfts.niramu_n ERREl

Mei_wa_ﬂs_:‘m ) E{em&mgum membina
se'rta'.meﬂgemisaﬂgk&ﬂ ‘potensi dan
Lekuatan masyarabai dalam menangkal,
mencegah dun menanggulangi segala bentuk
nelanggamn hukum dan bentuk gangguan
i:mn yayang dap t meresahian masyerakar,
i Rumdsan tersebui menunjukkan bahwa
walaupun pasal 30 ayat (4) UUD 1545
perchahan kedua me'ngamanaikan Kepoli-
sidsMNegdva Renublil Indonesia sebagal
aiat negara vang berfugas menjags
kamtibmas, namun masyarakat juga
bertanggungiawab untuk berperan seriz
mewunjudkan - kamiibmas secara
swakarsa.

Hal izrsebui akan semakin nyata apabila
kita menyadari bahwa upaya mewujudkan
kondisi kamiibmas akan berhadapan dengan
apcaman, yang ditihat dari bentuk dan
sifainya berwajud :

1. Fakior kerelatif kriminogen {FKK),
merupakan berbagai keadaan terlentu vang
berpengaruh dan atau mempunyai kaitan erat
bagi timbuinya Police Hazard (PH) dan
Ancaman Fakiual (AF).

Hentuk dan sifat ancaman inl pemecahan
masalahnya secara mendasar berada dijuar
kompetensi Polri, tetapi melekat pada fungsi
dan tugas instansi pernerintah non polri
serta masyarakat it sendiri.

2. Police Hazard (PH) adalah berbagai
situasi dan kondisi dan atau potensi
kehidupan masyarakat vang dapat
menimbulkan peluang munculnya Ancaman
Falgual (AF).

Bentuk dan sifat ancaman ini penanggulang-
annya dengan menggelar fungsi
preventif oleh  Polri, iastansi
pemeriniah mon Polrl maupen badan
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Pamswakarsallingkungan.

3. Ancaman Faktual (AF) adalah barbagai
"peristiwa atan kasus kriminalitas terientu

vang pemuncuiannya akibat dari tidak
ieratasinya berbagai Police Hazard (PH}
maupun faitor korelatif kriminogen (FEX).
Bentuk dansifat ancaman ini penangan-
annya dengan menggelar fungsi refresif
yustisial mavpus non yusiisialioleh
Poiri: dan PPHNE dari instans
pemerintahk non Pairi sesual peraturan
pf:mrzdangq,ndan ga.ﬂ yanﬂ mendaszmny%

?am peseri’:za seminar selalian, o
Drengan beranjak dari pcmahaman
dimensikamtibmas sebagaimana digrzikan
diatas, ‘dapat dijelaskan bahwa upaya
kamtibmas di wilayah konflikpads
dasarnya bertujuan unink memuliblan
situasi kamiibmas yang ferganggy
akibat ferjadinye kemrfiik, dengan
melakukan langkah awal mencegal dan
penghentian terindinys bentrolan
phisik dan kekerasan astar pihak-pi haﬁf
yang bertikai,
Tindakan ini diharapkan dapat memberikan
pelusng bagi dilakukannys lamghah-
langkah memperiemukan pibak-pihak
yang beriikai zuniok penyeiesaizn
damai, disertai Ianghah-lznghkak
simuitan di bidang kesejahteraan guma
merehabilitir perumahan, sarama
prasarana dan penyeleszian masaiah-
maszlah  sesial  lainnpya  sepertd
pengembalian pengungst dan lapangan
kerjz. Langkah komprehensif yang
menyeriai upaya pemulikan keamanan,
diharapkan akan dapat sekajigus
membentengi masyarakat dari upaya
provokast pihak fertentu yang tetap
menghendaki tidak selesainya konflik yang
terjadt. Disamping itu dilakukan pulz upaya-
wpaya peningkeiar pengamanan
swakarsa dan pengumpulan senjata api
dan tajam maupun peralatan lainnya



yang ada pada masgarakat. Langkah: 1@ o 7.

langkah refresif dan penegakan hukum
difaksanaken: set
pendekatan, persuasif yang ditetapkan

berakhir dan’atan sewakiu-wakin bila~

diperlukan sesual perkembangan sifuasi.
Dalam rangka mewupudkan pemulihan

situasi kamtibmas untuk”mendukung

penyelessian damai konflik:sosial di:Poso; »
Polri dengan dibagtu TN menggelar operasi . .
Sintwwu Maroso ssjak tanggal 1 Desember

2007 selama 6 bufan dan hingga kini masih
berlangsung. - - o SRR

Para peéerta seminar sekalian, -

< Penyelesaian ‘masalah konflik ‘sosial
hams dilakukan seears komprehensifdengan
pendekatan ‘multi dimenisional; Pengalaman
menunjukkan bahwa pendekatan keamanan
saja fanpa disertal pendekatan lainhya, tidak

akan dapat menyelesaikan permasalahannya
secara‘funtas. " Oleh kasena itu Polri sangat

menggantﬁngkaé'harapan kepada semipar
ini, untuk dapat membedah masalah konfik
Poso. Dari seminar ini diharapkan diperoleh
pelajaran dan-ierwujud pemahaman,
bagaimana penyelesaian multi dimensional

hartg dilakokan dalam penyelesaian suatu

konflik. oot

_i{'t_i_'f'uh Cwaktu

“Para-peserin'semingr yang berbahagia,

" Demikian beberapa hal vang berkaitan

“denpan konsep karmiibmas ¢i daerah konflik,
 -telah saye sampatkan kepa :
“nar Semoga bermanfast bagi peserta semi-

forum semi-

nar dan bagi Poln sendir, seria terlebih bagi

bangsa dan negare [ndonesia fercinta.

“Semoga Tihan yang Maha Esa

senantiasa ‘memberikan stakhmat dan

!\;a:ru_n_ig-Nya bagi kita sekalian dalam

~“mengemban tugas dharma bakti kepada

bangsa dan negara,

Terima kasih,

Wassalaml_.!’alaikum WL W,
Jakarta, Maret 2002
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Drs.:I¥a’i Bachtar, 81
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